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WALI NAGARI RIAK DANAU TAPAN
KECAMATAN BASA AMPEK BALAI TAPAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN

KEPUTUSAN WALI NAGARI RIAK DANAU TAPAN
NOMOR : 140/034/KPTS/WN-RDT/1/2022
TENTANG
PENUNJUKAN PETUGAS PEMUNGUTAN
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN
NAGARI RIAK DANAU TAPAN
TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI NAGARI RIAK DANAU TAPAN;

a. bahwa untuk kelancaran dan terlaksananya pemungutan dan penyetoran Pajak
Bumi dan Bangunan Perdesaan/Perkotaan (PBB-P2) Nagari Riak Danau Tapan
Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan Kabupaten Pesisir Selatan perlu Penunjukan
Petugas Pemungut Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan/Perkotaan (PBB-P2);

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka
perlu menerbitkan Keputusan Wali Nagari Riak Danau Tapan tentang Penunjukan
Petugas Pemungut Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan/Perkotaan (PBB-P2)
Tahun 2022;

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara
yang Bersih dan Bebas dan Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang
Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitasi Sistem Keuangan untuk
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Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau
dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian
Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan
dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4594);

Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja
Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali
diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana
Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2021 tentang
Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260);

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman

Pembangunan Desa (Berita Negara Repubik Indonesia Tahun 2014 Nomor
2094);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan
Permusaywaratan Desa (Berita Negara Repubik Indonesia Tahun 2017
Nomor 89);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan
Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum
Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara
Repubik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);



Menetapkan

KESATU

KEDUA

18.

19.

.20,

21.
22.

23.

24.

25.
26.

217.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
Republik Indonesia Nomeor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana
Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor
961);

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.07/2021
tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2021 Nomor 1424); :

Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Penghasilan
Tetap dan Tunjangan Wali Nagari, Perangkat Nagari serta Tunjangan
Kehormatan Badan Permusyawaratan Nagari;

Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 155 Tahun 2021 Tentang Standar
Harga Pemerintah Nagari Tahun Anggaran 2022;

Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 156 Tahun 2021 tentang Pedoman
Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2022;

Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 190 Tahun 2021 tentang Tata Cara
Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari yang bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun

Anggaran 2022;

Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 191 Tahun 2021 tentang Tata Cara
Pembagian dan Penetapan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah setiap
Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022;

Peraturan Nagari Riak Danau Tapan Nomor 04 Tahun 2018 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nagari Tahun 2018-2024;

Peraturan Nagari Riak Danau Tapan Nomor 08 Tahun 2021 Tentang Rencana
Kerja Pemerintah Nagari Tahun 2022;

Peraturan Nagari Riak Danau Tapan Nomor 09 Tahun 2021 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN :

KEPUTUSAN WALI NAGARI RIAK DANAU TAPAN TENTANG
PENUNJUKAN PETUGAS PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN NAGARI RIAK DANAU TAPAN

TAHUN 2022

Menunjuk Petugas Pemungut Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di
Nagari Riak Danau Tapan Tahun 2022 sebagimana terlampir dalam Keputusan ini.

Petugas Pemungut Pajak Bumi dan Bangunan Peredesaan dan Perkotaan sebagaimana
dimaksud dictum KESATU bertugas :

1.

T ol )

Menerima SPPT dari Wali Nagari / Kecamatan.

Menyampaikan SPPT kepada Wajib Pajak. .

Menerima Pembayaran PBB-P2 yang terutang dari Wajib Pajak.

Membuat Daftar Penerimaan Pembayaran PBB-P2 dari Wajib Pajak.
Memungut PBB-P2 yang terutang pada Wajib Pajak.

Menyetorkan hasil Pemungutan PBB-P2 kepada Kaur Keuangan Nagari
Bersama Kasi Pemerintahan Nagari untuk Pembuatan Kode Billing Pajak dan
Disetorkan kepada Bank dan menyampaikan Tembusan Bukti Penyetoran
kepada Wali Nagari Melalui Sekretaris Nagari.

Menyampaikan Laporan Hasil Pemungutan PBB-P2 Setiap Bulannya Kepada
Wali Nagari Melalui Sekretaris Nagari.



KETIGA 1 Segala Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Nagari ini dibebankan
kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari (APB Nagari) Nagari Riak Danau
Tapan Tahun Anggaran 2022.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila ada
kekeliruan dikemudian hari akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Pesisir Selatan di Painan;

2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;

3. Kepala DPMD,PP & KB Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;

4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
5. Camat Basa Ampek Balai Tapan;

6. Ketua Badan Permusyawaratan Nagari Riak Danau Tapan;

7. Yang bersangkutan.

8. Pertinggal.



LAMPIRAN : Keputusan Wali Nagari Riak Danau Tapan

Nomor - 140/034/KPTS/WN-RDT/1/2022

Tanggal : 6 Januari 2022 .

Tentang - Penunjukan Petugas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Nagari
Riak Danau Tapan Tahun 2022.

DAFTAR NAMA PETUGAS PEMUNGUTAN
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN
NAGARI RIAK DANAU TAPAN

TAHUN 2022
| No. Nama NIK Alamat Jabatan
1. | Yunes Pebriadi 13011110029xxxxx | Kampung Sungai Rumbai Kasi Pemerintahan
2. | Darmen 13011130116xxxxx | Kampung Riak Danau Kepala Kampung Riak
Danau
3. | Mulyan Dodi 13011109067xxxxx | Kampung Sungai Rumbai Kepala Kampung
| Sungai Rumbai

: Riak Danau Tapan
\ 0 Januari 2022




